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ABSTRACT  

This research aims to examine the influence of Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and 

Interest Rates on Economic Growth. Through literature analysis, this study compiles a detailed understanding 
of how Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates can shape and affect economic 
growth. The research presents the main findings from relevant literature, focusing on key factors mediating the 
relationship between Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates on Economic 
Growth. This abstract conclusion could serve as a basis for further research. The research results indicate a 
positive correlation between Government Expenditure, Taxation, Money Supply, and Interest Rates on 
Economic Growth. 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang 
Beredar dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Melalui analisis literature, penelitian 
ini menyusun pemahaman terperinci tentang bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, 
Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga dapat membentuk dan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memaparkan temuan utama dari literature terkait, berfokus 
pada faktor-faktor kunci yang memediasi hubungan Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah 
Uang Beredar dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kesimpulan abstrak ini bisa 
dijadikan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukan adanya 
keterkaitan positif antara Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

 
Kata Kunci : Pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, suku bunga, pertumbuhan 
ekonomi 
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PENDAHULUAN 
Perkembangan ekonomi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi hasil 

pembangunan yang telah dilakukan dan menetapkan arah pembangunan masa depan. 
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, 
sementara penurunan pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi. 
Peningkatan ekonomi merupakan tujuan nasional yang mendukung Pembangunan 
Berkelanjutan sesuai dengan kapasitas nasional. Selain itu, pencapaian pertumbuhan 
ekonomi yang positif menjadi fokus utama bagi semua negara, baik yang maju maupun 
berkembang, karena dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Hal 
ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan modal dan menciptakan peluang kerja yang 
lebih besar. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran. (Khusni 
Aristina, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto, 2020).  Pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia selama periode 2005-2018, sebagaimana yang terlihat dalam data yang diperoleh 
dari Bank Indonesia, menunjukkan sifat fluktuatif. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi tidak konsisten dalam menunjukkan peningkatan dan kemajuan dalam 
perekonomian Indonesia. Diagram yang disajikan menggambarkan fluktuasi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia selama periode tersebut. 

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2005-2018 
Sumber: Bank Indonesia, 2019 

 
Gambar 1 menunjukkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2005, 

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,69%, namun mengalami penurunan menjadi 5,5% pada 
tahun 2006. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 6,35%, namun 
kemudian kembali menurun hingga mencapai nilai terendah dalam 13 tahun pada tahun 2009, 
dengan angka 4,63%. Penurunan tersebut terjadi sebagai dampak dari krisis global pada akhir 
tahun 2008, yang memberikan risiko dan tantangan signifikan bagi perekonomian Indonesia. 
Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi dengan 
penuh pertimbangan dan kehati-hatian guna menciptakan pertumbuhan ekonomi sambil 
meminimalkan dampak yang ditimbulkan.Pertumbuhan ekonomi meningkat pada tahun 2010 
dengan 6,22%, yang meningkat kembali pada tahun 2011 menjadi 6,48%. Namun, 
peningkatan ini hanya berlangsung selama dua tahun, karena pada tahun 2012 terjadi 
penurunan kembali menjadi 6,26%. Pertumbuhan ini berlanjut hingga 2015, mencapai titik 
terendahnya setelah tahun 2009 dengan 4,79%. Setelah fase rendah pada tahun 2015, 
pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada tahun 2016 dengan 5,02% dan 5,07% pada tahun 
2017. Pada tahun 2018, pertumbuhannya mencapai 5,4%. Fluktuasi nilai dalam beberapa 
industri bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Kebijakan ekonomi yang diterapkan di dalam negeri juga memainkan peran penting. 
Sebagaimana ditunjukkan oleh Zakik (2013:59), tantangan yang dihadapi oleh pertumbuhan 
ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan 
pemerintah, yang harus diidentifikasi dengan benar untuk mempengaruhi laju pertumbuhan 
ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan moneter dan fiskal merupakan bagian dari kebijakan 
ekonomi Indonesia.  

Menurut Nopirin dan Herlina (2018:139), kebijakan moneter, yang diawasi oleh bank 
Indonesia sebagai bank sentral independen, sangat memengaruhi ekonomi negara. Salah 
satu faktor penting yang memengaruhi jumlah uang beredar adalah suku bunga yang 
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ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai standar bagi lembaga perbankan di Indonesia. 
Misalnya, penurunan suku bunga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengambil 
kredit untuk keperluan investasi dan konsumsi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat 
mengurangi minat investor asing untuk menanam modal di Indonesia, yang dapat mengurangi 
investasi domestik.  Jumlah uang beredar (M2), yang merupakan instrumen kebijakan 
moneter tambahan, harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menyebabkan inflasi yang 
tinggi. Ada dua jenis kebijakan moneter yang mungkin diterapkan di Indonesia: kebijakan 
moneter ekspansif atau kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama bertujuan untuk 
meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat suku bunga, sedangkan 
yang kedua bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan meningkatkan 
tingkat suku bunga. 

Kebijakan fiskal adalah bagian penting dari manajemen pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengawasi kebijakan fiskal, yang 
mencakup perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan 
pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong perekonomian pada saat 
resesi dan tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan 
pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk memperlambat perekonomian. Untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal 
harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten. 
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai. Meskipun kebijakan 
fiskal dan moneter mungkin tidak saling bertentangan dalam jangka panjang, koordinasi 
antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal 
dengan memastikan pengendalian defisit pengeluaran pemerintah agar inflasi tetap rendah 
dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan (Simorangkir, 2007:6; Safriadi, dkk, 2014:86). Wa 
Tima Mega (2021) mengatakan pajak adalah kontribusi wajib negara yang diutang oleh 
individu atau organisasi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa 
mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara 
dan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin . Menurut Estro Dariatno Sihaloho (2020), pajak 
memiliki peranan yang signifikan dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga 
penerimaan pajak dapat mempengaruhi operasional pemerintahan. Pajak mempunyai peran 
yang signifikan dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Temuan dari beberapa peneliti, 
seperti Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto (2020), Estro 
Dariatno Sihaloho (2020), Tri Setyo Budi, Selamet Rahmadi, Parmadi (2021), menunjukkan 
bahwa pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Dyah Ayu Mustika Rini, Herry Yulistiyono 
(2021), yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh pengeluaran 
pemerintah, pajak, jumlah uang beredar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi 
untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 

KAJIAN TEORI 
Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan peningkatan kapasitas 
suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Hal 
ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat. Ada dua faktor utama yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat 
(AS). Permintaan agregat mengacu pada total permintaan barang dan jasa dalam 
perekonomian, sedangkan penawaran agregat mengacu pada total penawaran barang dan 
jasa. Dari perspektif permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan 
permintaan dalam perekonomian. Namun, dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan 
ekonomi dilihat dari segi produksi. Seiring berjalannya waktu, banyak teori yang muncul untuk 
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menjelaskan fenomena pertumbuhan ekonomi, masing-masing dengan pendekatan dan 
asumsi yang berbeda. 

Teori klasik mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dalam perekonomian 
persaingan sempurna. Simon Kuznets dan Jhingan (2002) memiliki pandangan yang lebih 
mendalam tentang pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi adalah 
peningkatan kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang ekonomi bagi 
masyarakatnya. Hal ini bukan hanya hasil dari adaptasi teknologi dan kelembagaan, tetapi 
juga dari sikap dan upaya yang diperlukan oleh masyarakat. Peningkatan produk nasional 
yang terus-menerus adalah salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini. Selain 
itu, ideologi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. 
 
Pengeluaran Pemerintah 

Teori "efek crowding-out" yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman menunjukkan 
bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, masyarakat mungkin enggan untuk 
membayar pajak yang lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak 
pemerintah. Dalam pandangan Keynesian, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai salah 
satu komponen dari permintaan agregat, yang merupakan total permintaan barang dan jasa 
dalam ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung 
terhadap permintaan agregat. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga merupakan bagian dari 
kebijakan fiskal, yang merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan 
ekonomi melalui penetapan pendapatan dan belanja. Sadono Sukirno (2006) menekankan 
pentingnya pengeluaran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Dokumen APBN nasional dan 
APBD daerah/provinsi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan rencana 
pengeluaran dan pendapatan tahunan mereka. 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur 
jumlah pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal 
adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah diatur dalam APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi). Menurut Nahumuri (2019), pengeluaran 
pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Selain itu, menurut Mankiw (2007), 
pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen permintaan agregat. Permintaan 
agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ketika 
pengeluaran pemerintah meningkat, maka permintaan agregat juga akan meningkat. Hal ini 
karena pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. 
 
Pajak 

Pajak ialah bagian berarti dari pemasukan pemerintah serta membagikan donasi yang 
signifikan terhadap pembiayaan pembangunan yang dicoba negara. Kontribusi penerimaan 
pajak terhadap pemasukan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan begitu besar 
sehingga penerimaan pajak bisa pengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Karena 
tingginya penerimaan pajak yang diterima pemerintah mempermudah tercapainya 
pemerataan pembangunan dengan membenarkan tersedianya pendanaan yang lumayan 
serta roda pemerintahan berjalan lancar. Penelitian lebih dahulu sudah menampilkan ikatan 
antara penerimaan pajak serta tingkatan perkembangan ekonomi di Pakistan, Mashkor, 
Yahya serta Saeed (2010). 

Dalam uraian pajak dalam undang-undang perpajakan Indonesia langsung disebutkan 
sebutan “kekayaan negeri", perihal ini cocok dengan khasiat pajak yang berguna untuk 
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pajak  bersumber pada undang-undang yang 
terdapat memiliki ikatan ataupun ikatan dengan benda publik, serta pengelolaan fiskal yang 
transparan serta efektif wajib jadi prasyarat buat penciptaan kekayaan (Simanjuntak &amp; 
Mukhlis, 2011b). Pajak ialah salah satu sumber pemasukan pemerintah serta berfungsi berarti 
dalam membiayai pembangunan serta menampilkan kemandirian ekonomi. Dikenal kalau 
dalam anggaran pemasukan serta belanja negeri (APBN), pajak ialah salah satu komponen 
pemasukan negeri (Simanjuntak serta Mukhlis, 2012). 
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Jumlah Uang Beredar 

Berdasarkan Natsir (2014), uang yang beredar dimaksud selaku kewajiban sistem 
moneter kepada zona swasta dalam negeri. Hubbard dkk (2005) melaporkan bahwasanya 
jumlah uang beredar yang beredar merupakan “total jumlah uang beredar dalam 
perekonomian”. Ditafsir secara leluasa, uang yang beredar merupakan jumlah ataupun 
totalitas jumlah uang yang terdapat dalam perekonomian. Uang memiliki sebagian guna 
dalam aktivitas perekonomian. Pertama uang berperan selaku alat tukar antara pembeli serta 
penjual (Huda et al, 2018). Uang bisa digunakan selaku alat tukar untuk mendapatkan 
bermacam tipe benda serta jasa. Oleh sebab itu, memakai uang membuat transaksi jadi lebih 
mudah untuk seluruh masyarakat. 

Kedua, uang berperan selaku satuan hitung, satuan yang dipakai untuk mengukur nilai 
bermacam tipe benda. Nilai sesuatu barang bisa dinyatakan lewat biayanya. Ketiga, selaku 
ukuran pembayaran di masa depan dalam transaksi penjualan dengan tata cara pembayaran 
yang ditangguhkan (deferred payment standard), H. Pembeli menerima benda terlebih dulu 
serta pembayaran dicoba belum lama. Keempat, selaku perlengkapan penumpukan 
kekayaan (Ambarwati et al 2021). 
 
Suku Bunga 

Suku bunga merupakan bunga yang dinyatakan dalam persentase sepanjang jangka 
waktu tertentu (bulanan ataupun tahunan). Bunga ialah dimensi harga sumber energi yang 
digunakan oleh debitur serta wajib dibayarkan kepada kreditur. Bunga pula sediakan 
kelebihan uang ataupun satker buat digunakan sedangkan oleh pihak yang membutuhkan 
serta memakai uang tersebut buat mengubah satker yang lenyap ataupun lenyap dimengerti 
pula selaku pemasukan masyarakat yang memerlukannya (Judisseno, 2005: 80). 

Suku bunga memiliki akibat yang signifikan terhadap pasar serta harga (pasar keuangan 
serta pasar modal) serta dinyatakan selaku tingkatan persentase tahunan bersumber pada 
uang yang dipinjam warga (Indriyani, 2016). Keadaan ini kerap dimanfaatkan oleh pemerintah 
buat mengendalikan peredaran uang (Indriyani, 2016). Hasil ini tidak berubah-ubah dengan 
teori kalau suku bunga besar merendahkan tingkatan investasi serta perkembangan ekonomi. 
Di sisi lain, suku bunga yang lebih rendah bisa mendesak lebih banyak investasi serta 
mendesak perkembangan ekonomi (Sadono, 2010). 

Berdasarkan Sukirno (1994), tingkatan bunga ialah aspek berarti dalam perekonomian, 
serta tingkatan bunga ialah bayaran modal yang wajib dibayar investor apabila memakai 
modal utang (Sely, 2020). Menurut Sunariyah (2004), tingkatan bunga merupakan harga 
pinjaman. Bunga ialah dimensi harga sumber energi yang digunakan oleh debitur serta wajib 
dibayarkan kepada kreditur (Permatasari, 2015) suku bunga ialah salah satu variabel dalam 
perekonomian yang senantiasa diawasi secara ketat sebab akibatnya yang luas. Hal ini 
berakibat langsung pada kehidupan sehari-hari warga serta memiliki implikasi berarti untuk 
kesehatan perekonomian (Fahrika, 2016). Menurut Mahendra (2016) (Ningsih & Kristiyanti, 
2019) suku bunga merupakan harga yang wajib masyarakat bayarkan pada sesuatu transaksi 
pertukaran dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. 

 

METODE PENELITIAN   
Metode tinjauan literatur yang diterapkan dalam penelitian ini berpusat pada 

pengumpulan dan analisis data terkait variabel-variabel kunci, yaitu pengeluaran pemerintah, 
pajak, jumlah uang beredar, dan suku bunga. Fokus utama penelitian ini adalah menjelajahi 
literatur-literatur yang membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel tersebut. 
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mencari dan mengevaluasi publikasi-
publikasi ilmiah, buku, dan artikel-artikel terpercaya yang menguraikan hubungan antara 
variabel-variabel tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam tinjauan literatur ini, konsep-
konsep teoretis dan temuan-temuan empiris yang relevan dengan variabel-variabel yang 
menjadi fokus penelitian disusun dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang bagaimana variabel-variabel tersebut dapat 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk 
menyajikan tinjauan yang komprehensif tentang pengaruh variabel-variabel tersebut dalam 
konteks pertumbuhan ekonomi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang merupakan 
upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menetapkan jumlah penerimaan 
dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk 
tingkat nasional dan APBD untuk tingkat daerah/regional. Heni Rahmawati (2022) 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan pada 
pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya dalam mendukung berbagai kegiatan yang 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur baru yang 
memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Anggaran yang ditetapkan juga memungkinkan 
pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan guna mendukung sarana dan prasarana 
yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat provinsi. Menurut 
Mankiw (2007), pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dari permintaan 
agregat, karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan 
agregat. Selain itu, peran pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat penting 
karena keterbatasan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga peran 
pemerintah tetap signifikan dalam perekonomian. Peningkatan permintaan juga berarti 
terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kebijakan pemerintah terkait pengeluaran memiliki dampak yang penting pada 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 28 ayat 
4, dalam situasi darurat, Pemerintah Daerah diizinkan untuk melakukan pengeluaran tanpa 
anggaran yang tersedia, dengan syarat akan diusulkan dalam perubahan APBD dan 
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Investasi dalam infrastruktur adalah salah satu 
aspek utama dari kebijakan ini. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem transportasi yang 
efisien dan energi yang handal, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi di 
berbagai sektor ekonomi. Dengan menyediakan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber 
daya, infrastruktur yang baik dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, menarik 
investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Selain infrastruktur, investasi dalam sumber daya 
manusia juga merupakan bagian penting dari kebijakan pengeluaran pemerintah. Dana yang 
dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan memiliki peran krusial dalam 
mengembangkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Tenaga kerja yang terdidik dan 
sehat cenderung lebih inovatif dan produktif, yang pada akhirnya dapat membantu memacu 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar 
global. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi Kaharudin, Anderson G. Kumenaung, dan Audie 
O. Niode (2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang 
signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi memberikan 
kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi ketika dana tersebut dialokasikan untuk 
mendukung pembangunan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum 
yang memperkuat aktivitas perekonomian, seperti pembangunan jalan, pendidikan, dan 
kesehatan. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk mengurangi 
pengangguran atau menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya juga berperan 
penting. Dengan demikian, pengangguran dapat berkurang, pendapatan meningkat, dan 
pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah 
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki peranan krusial dalam kebijakan fiskal untuk 
mengatur perekonomian. Dalam penyusunan APBN dan APBD, pemerintah menetapkan 
besarnya penerimaan dan pengeluaran sebagai strategi untuk memengaruhi pertumbuhan 
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ekonomi. Kontribusi pengeluaran pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan, seperti 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program padat karya, dapat 
merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat 
pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran 
pemerintah yang bijaksana dan tepat sasaran memiliki peran penting dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi secara positif. 

 
Pengaruh Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pajak memegang peran yang sangat vital dalam proses perencanaan pembangunan. 
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan publik, pajak menjadi pilar utama dalam 
pembentukan kebijakan ekonomi suatu negara serta dalam memperkuat posisi negara 
tersebut dalam persaingan global. Setiap pemerintah berusaha keras untuk mengumpulkan 
pendapatan pajak yang mencukupi untuk membiayai segala kebutuhan negara, sehingga 
pemerintah tidak perlu mengandalkan pinjaman dari pihak lain. Namun, adanya tarif pajak 
yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi ketika 
pendapatan masyarakat digunakan untuk membayar pajak yang tinggi, yang pada gilirannya 
dapat mengurangi tingkat konsumsi, tabungan, dan investasi, yang pada akhirnya merugikan 
perekonomian. Meskipun beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Panji Kusuma 
Prasetyanto (2020) dan Estro Dariatno Sihaloho (2020), menunjukkan adanya pengaruh 
positif yang signifikan antara pajak dan pertumbuhan ekonomi, namun terdapat hasil 
penelitian lain yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Mustika Rini dan Herry 
Yulistiyono (2021), misalnya, menyatakan bahwa pajak tidak memiliki dampak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu cara di mana kebijakan pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan 
ekonomi adalah melalui penerapan tarif pajak terhadap pendapatan individu dan perusahaan. 
Menurut UU No. 28 tahun 2007 pasal 1, pajak dijelaskan sebagai kewajiban kontribusi kepada 
negara yang dikenakan kepada individu atau badan secara paksa sesuai dengan Undang-
Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi 
kesejahteraan rakyat. Tarif pajak yang tinggi cenderung mengurangi dorongan untuk bekerja, 
berinvestasi, dan berusaha, karena individu dan perusahaan memiliki insentif yang lebih 
rendah untuk mencari pendapatan lebih tinggi jika sebagian besar akan diserahkan kepada 
pemerintah. Sebaliknya, tarif pajak yang rendah dapat merangsang aktivitas ekonomi dengan 
mendorong individu untuk bekerja lebih keras, menginvestasikan lebih banyak dana mereka, 
dan memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, kebijakan penggunaan 
pendapatan pajak juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat 
menggunakan pendapatan pajak untuk mendanai infrastruktur, layanan pendidikan, 
kesehatan, dan perlindungan sosial, yang secara langsung mendukung pertumbuhan jangka 
panjang dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas modal manusia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto (2020), Tri Setyo 
Budi, Selamet Rahmadi, Parmadi (2021) menunjukkan bahwa pajak berperan positif dan 
signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini menyiratkan bahwa tingkat 
penerimaan pajak yang tinggi atau rendah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak memberikan dampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pengaruh yang signifikan. Peran penting pajak 
dalam perencanaan pembangunan suatu negara terungkap, dimana pajak tidak hanya 
berfungsi sebagai sumber utama pendapatan publik, tetapi juga menjadi landasan kebijakan 
ekonomi untuk mengatur dan meningkatkan keunggulan suatu negara dalam persaingan 
global. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bertujuan untuk mendanai 
pengeluaran negara tanpa harus mengandalkan pinjaman dari pihak lain. 
 
Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Angelica Putri Wijaya (2021), jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang 
yang dikeluarkan dan didistribusikan oleh Bank Sentral, terdiri dari uang logam dan uang 
kertas (uang kartal). Konsep jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 meliputi uang giral, 
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uang kartal, serta uang kuasi seperti tabungan dan simpanan berjangka. Semakin tinggi 
jumlah uang yang beredar, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena 
masyarakat akan lebih cenderung untuk mengalokasikan sebagian dana mereka untuk 
konsumsi, yang pada gilirannya mendorong produsen untuk meningkatkan produksi barang 
dan meningkatkan permintaan atas faktor produksi. Penelitian oleh Khusni Aristina, Whinarko 
Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto (2020) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang 
yang beredar memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
dengan merangsang konsumsi dan produksi barang. Hasil ini bertentangan dengan temuan 
dari penelitian oleh Wiwiet Aji Prihatin, Arintoko, Suharno (2019), yang menyatakan bahwa 
peningkatan jumlah uang yang beredar memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. 

Kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang beredar memiliki peran krusial dalam 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-
undang Pokok Bank Indonesia, diamanatkan bahwa jumlah uang yang beredar harus dijamin 
sebesar 20% dengan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri. Jumlah uang beredar, yang 
meliputi uang tunai dan simpanan di bank, memiliki dampak langsung pada aktivitas ekonomi 
dengan mempengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan tingkat investasi. Pengendalian jumlah 
uang beredar dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter yang dijalankan 
oleh bank sentral. Salah satu instrumen utama untuk mengatur jumlah uang beredar adalah 
pengendalian suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan 
meningkat, mendorong individu dan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran 
dan investasi, yang dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, penurunan 
suku bunga dapat merangsang pinjaman dan pengeluaran, meningkatkan jumlah uang 
beredar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Kepentingan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar terletak pada 
manajemen inflasi. Jika pertumbuhan jumlah uang beredar melebihi pertumbuhan output 
ekonomi secara berlebihan, dapat menyebabkan inflasi yang merugikan, menurunkan daya 
beli masyarakat, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Namun, jika jumlah uang beredar 
terlalu rendah, ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan membatasi ketersediaan 
kredit dan investasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan distribusi uang yang beredar agar 
mencerminkan kebutuhan ekonomi yang sebenarnya. Contohnya, memastikan akses kredit 
tersedia untuk sektor-sektor penting seperti usaha kecil dan menengah dapat membantu 
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Temuan analisis ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Ambarwati, Sara, dkk 
(2021), yang menegaskan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah 
uang yang beredar, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung meningkat. Hal ini dikaitkan 
dengan fakta bahwa dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar, masyarakat akan 
cenderung mengalokasikan sebagian dana mereka untuk konsumsi, mendorong produsen 
untuk meningkatkan produksi barang, dan pada gilirannya meningkatkan permintaan akan 
faktor produksi. Dampak dari hal ini akan mencakup peningkatan konsumsi, produktivitas 
pengusaha, dan pendapatan per kapita, yang kemudian akan menguatkan 
pertumbuhan ekonomi. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang 
beredar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepentingan jumlah 
uang yang beredar dalam konteks pertumbuhan ekonomi terletak pada pengaruhnya 
terhadap perilaku konsumen dan produsen. Secara umum, peningkatan jumlah uang yang 
beredar di masyarakat dapat mendorong konsumsi, menghasilkan peningkatan produksi 
barang dan jasa oleh produsen, yang kemudian akan meningkatkan permintaan terhadap 
faktor produksi. 
 
Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertunbuhan Ekonomi  

Suku bunga adalah aspek ekonomi yang terus dipantau karena memengaruhi 
kehidupan sehari-hari masyarakat serta memiliki peran krusial dalam kesehatan ekonomi. 
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Menurut penelitian oleh Khusni Aristina, Whinarko Juliprijanto, dan Panji Kusuma Prasetyanto 
(2020), suku bunga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
meskipun temuan tersebut berbeda dengan penelitian lain yang menunjukkan dampak negatif 
suku bunga dalam jangka pendek. Kasmir (2022) juga mengemukakan bahwa suku bunga 
adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah (penyimpanan) kepada bank (pemberi 
pinjaman), serta merupakan harga dalam transaksi penukaran mata uang dengan selisih 
waktu tertentu. Kenaikan suku bunga yang tidak wajar dapat menyulitkan bisnis dalam 
membayar bunga dan hutang, sehingga berpotensi mengurangi keuntungan mereka. Oleh 
karena itu, perlu adanya kebijakan moneter yang efektif untuk mengatur suku bunga dan 
menjaga stabilitas ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh Indira Avisha Lantemona, 
Rosalina, A.M. Koleangan, dan Een N. Walewangko (2020). 

Kebijakan pemerintah yang menurunkan suku bunga dapat menggalakkan aktivitas 
ekonomi dengan membuat pinjaman lebih terjangkau. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 89 Tahun 2014 mengatur ketentuan tentang suku bunga pinjaman yang diberlakukan 
oleh lembaga keuangan mikro, dengan batasan suku bunga tidak boleh melebihi 6% per 
tahun, bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keterjangkauan bagi 
peminjam. Penurunan suku bunga merangsang konsumen untuk meminjam lebih banyak 
untuk berbagai pembelian dan mendorong perusahaan untuk mengambil pinjaman untuk 
perluasan usaha. Ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan 
konsumsi dan investasi. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas inflasi saat 
menetapkan kebijakan suku bunga, karena suku bunga yang terlalu rendah dapat 
mengakibatkan inflasi yang tidak terkendali, sementara suku bunga yang terlalu tinggi dapat 
menyebabkan deflasi dan merugikan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan 
pemerintah tentang suku bunga harus seimbang, mempertimbangkan tujuan pertumbuhan 
ekonomi jangka panjang dan stabilitas harga. Hal Ini konsisten dengan hasil penelitian oleh 
Achmad Fuzi, Prisila Damayanty, Citra Swantika Pane, dan Eka Amelia Chiesa Julianti (2023), 
yang menegaskan bahwa suku bunga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Mereka menunjukkan bahwa tingkat suku bunga memengaruhi tingkat investasi, di 
mana suku bunga yang rendah mendorong peningkatan investasi dan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa tingkat suku 
bunga yang terlalu tinggi akan mengurangi minat pemilik modal untuk mengalokasikan dana 
mereka ke perusahaan yang berpotensi, sehingga mengakibatkan penurunan pertumbuhan 
ekonomi, dan sebaliknya. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi 
cenderung meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, 
sejalan dengan konsep bahwa suku bunga yang tinggi dapat menghambat investasi dan 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa suku bunga memainkan peran yang 
vital dalam pertumbuhan ekonomi. 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian yang dikaji dalam jurnal ini mengenai pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar, dan Suku Bunga terhadap pertumbuhan ekonomi, 
ditemukan bahwa terdapat keterkaitan positif antara faktor-faktor tersebut dengan 
pertumbuhan ekonomi. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Meskipun terdapat hasil penelitian yang berbeda 
terkait dampak dari faktor-faktor tersebut, namun secara umum, Pajak, Jumlah Uang Beredar, 
dan Suku Bunga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Pajak, sebagai sumber utama pendapatan publik, memiliki peran penting dalam 
pembangunan ekonomi. Selain itu, peningkatan jumlah uang beredar dan suku bunga yang 
wajar juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, Suku Bunga yang 
tinggi dapat menurunkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting 
untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam merumuskan kebijakan ekonomi guna 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan 
pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan suku bunga juga diperlukan untuk 
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memastikan efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Studi lebih 
lanjut dapat dilakukan untuk mendalami dampak dari faktor-faktor tersebut dan mengevaluasi 
kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, kesimpulan 
dari jurnal ini menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter serta peran 
penting dari faktor-faktor seperti Pengeluaran Pemerintah, Pajak, Jumlah Uang Beredar, dan 
Suku Bunga dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. 
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